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PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   3  TAHUN  2019 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa seiring dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari 

Badan Narkotika Nasional yang semakin dinamis dan 

untuk mengakomodasi perkembangan organisasi, maka 

perlu dilakukan penyesuaian dan penajaman terhadap 

tugas, fungsi, organisasi dan tata kerja dari Badan 

Narkotika Nasional; 

  b.  bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Narkotika Nasional, sekarang ini dipandang sudah 

tidak sesuai lagi dengan pelaksanaan tugas, fungsi, 

organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional; 

  c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 

B/117/M.KT.01/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal 

Persetujuan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Narkotika Nasional;  
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5062); 

  2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan 

Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 60); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA 

NASIONAL. 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG 

 

Pasal 1  

(1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam 

Peraturan Badan ini disebut BNN merupakan lembaga 

nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(2) BNN dipimpin oleh Kepala. 

 

Pasal 2  

(1) BNN mempunyai tugas : 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional 

mengenai pencegahan dan pemberantasan 
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penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, 

baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat;  

e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan 

kegiatan masyarakat dalam pencegahan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, 

baik regional maupun internasional, guna mencegah 

dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan 

penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

dan 

j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan 

tugas dan wewenang. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN 

juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan 

nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, 

prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol. 

www.peraturan.go.id



2019, No.288  

 

-4- 

 

Pasal 3  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di 

bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan 

prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya 

disingkat dengan P4GN; 

b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, 

kriteria, dan prosedur P4GN;  

c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN; 

d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis 

pencegahan, pemberdayaan masyarakat, 

pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di 

bidang P4GN; 

e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis 

P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, 

pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama; 

f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada 

instansi vertikal di lingkungan BNN; 

g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan 

komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan 

perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di 

bidang P4GN;  

h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi 

di lingkungan BNN; 

i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran 

serta masyarakat; 

j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika; 

k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan 

terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan  

prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol; 
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l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun 

komponen masyarakat  dalam pelaksanaan rehabilitasi 

dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta 

perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau 

pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 

alkohol di tingkat pusat dan daerah; 

m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu 

narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, 

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 

n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalah 

guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika 

serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 

tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik 

atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya; 

o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan 

peraturan perundang-undangan serta pemberian 

bantuan hukum di bidang P4GN; 

p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan 

internasional di bidang P4GN; 

q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap 

pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN; 

r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi 

pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang 

P4GN; 

s. pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, 

dan kode etik profesi penyidik BNN; 

t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, 

penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan 

pelatihan di bidang P4GN; 

u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan 

prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 

adiktif untuk tembakau dan alkohol;  
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